WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR ¢2 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN BARANG MILIK DAERAH SERTA KEPEGAWAIAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa Rumah
Sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi
bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat
sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang
memberikan layanan secara profesional;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban
operasional Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota
Padang Panjang, perlu diatur mekanisme
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan barang
milik daerah serta kepegawaiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Mekanisme
Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Barang
Milik Daerah serta Kepegawaian Rumah Sakit Umum
Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kota Padang Panjang;

Mengingat...
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
962);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis
Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1502);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1335});

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1107);
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun
2016 Nomor 9 Seri D.1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
BARANG MILIK DAERAH SERTA KEPEGAWAIAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA PADANG
PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2,

g S

10.

Daerah adalah Kota Padang Panjang.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Walikota adalah Walikota Padang Panjang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
Panjang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang
Panjang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas
Kesehatan.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

pada Dinas Kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana  teknis dinas/badan  daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan  sebagai pengecualian dari ketentuan
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11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di
wilayah kerjanya.

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan  kesehatan  serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

15. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya
disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,
penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

BAB I1
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus pada Dinas
Kesehatan.

(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Direktur.

(3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta
kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta
bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 3

(1) Puskesmas pada Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi
bersifat fungsional yang memberikan layanan secara
profesional.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(3)...
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(3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan penanggung jawab atas seluruh
penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan
kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan,
dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.

BAB III

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH SERTA
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Daerah Serta Kepegawaian RSUD

Pasal 4

(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) RSUD memiliki otonomi
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
serta bidang kepegawaian.

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban
keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang
milik daerah.

(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Direktur RSUD ditetapkan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur RSUD memiliki tugas dan
kewenangan:

menyusun rencana kerja dan anggaran;
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
menandatangani surat perintah membayar;

a0 TR

mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi

tanggungjawabnya;

€. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
yang dipimpinnya;

f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan
pejabat penatausahaan keuangan; dan

g menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
Daerah.



(5) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah
Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk
diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

(1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) Direktur RSUD melaksanakan
belanja  sesuai  dokumen pelaksanaan  anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab  atas pelaksanaan  anggaran
pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 6

(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (3), Direktur RSUD melakukan
penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang
merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas
Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Tata cara dan format penyusunan laporan leuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Direktur RSUD adalah sebagai
Pemimpin BLUD.

(2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bertanggung jawab kepada Walikota Padang Panjang.

(3) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta

kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Walikota;

menyusun Rencana Strategis;

menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran,;

e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat
teknis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan;
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f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan
peraturan perundangan-undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang

dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis,
mengendalikan tugas pengawasan internal, serta
menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kepada Walikota
melalui Kepala Dinas Kesehatan;

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Walikota sesuai

dengan kewenangannya.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

RNl

pendapatan dan belanja;

penerimaan dan pengeluaran;

utang dan piutang;

persediaan, aset tetap dan investasi; dan
ekuitas.

Pasal 9

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3), dilaksanakan melalui ketentuan:

a.

Direktur RSUD dapat mengusulkan pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil
Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam
menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

Direktur RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan
dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Skema mekanisme pertanggungjawaban RSUD ke Dinas
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.

Bagian...
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Bagian Kedua

Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan dan Barang Mllik
Daerah serta Kepegawaian Puskesmas

Pasal 11

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Untuk mencapai tujuan pembangunan Kkesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas
mengintegrasikan  program yang dilaksanakannya
dengan pendekatan keluarga.

(3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan salah satu cara  Puskesmas
mengintegrasikan  program = untuk  meningkatkan
jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan
kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi
keluarga.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1), Puskesmas memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah
kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah
kerjanya.

Pasal 13

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat
pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

a. menyusun perencanaan Kkegiatan berdasarkan hasil
analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan
pelayanan yang diperlukan;

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan
kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan
pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan
pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi,
jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan
bersumber daya masyarakat;

f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan

kesehatan;



h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada

—

keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan
mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial,
budaya, dan spiritual;

melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan
masyarakat kepada Dinas Kesehatan, melaksanakan
sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan
penyakit;

melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah
kerjanya melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan
di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat
pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

a.

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara
komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistic
yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial,
dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien
yang erat dan setara;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mengutamakan upaya promotif dan preventif;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat
pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi
pada kelompok dan masyarakat;

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang
mengutamakan kesehatan, keamanan, Kkeselamatan
pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip
koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan
indikasi medis dan sistem rujukan; dan

melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas
pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dan Pasal 13, Puskesmas melakukan pembinaan
terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama
diwilayah kerjanya.

Pasal 1



(1)

(2)

(2)

(3)
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Pasal 16

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Puskesmas dapat berfungsi sebagai
wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program
internship, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit
pendidikan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas
sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana
program internship, dan/atau sebagai jejaring rumah
sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17

Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas
dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan
kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam satu tahun.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat data dan informasi tentang
pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan
manajemen Puskesmas.

Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap
laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan
laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

Pasal 18

Skema mekanisme pertanggungjawaban Puskesmas ke Dinas
Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Walikota ini.

BAB IV...



Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 2= Nprewber 2020
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 povewber 2020

{WALIKOTA PADANG PANJAN

SEKRETARIS DAERA A PADANG PANJ ANG,%

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR 4%



I. RSUD

Direktur RSUD

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah
serta kepegawaian dilaksanakan melalui
penyampaian laporam pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan barang milik
daerah serta bidang kepegawaian RSUD

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR . L2 TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG
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Kepala Dinas Kesehatan
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II. Puskesmas

Kepala Puskesmas

Pertanggungjawaban  penyelenggaraan
Puskesmas dilaksanakan melalui
laporan kinerja yang disampaikan
kepada kepala dinas kesehatan kota
secara berkala paling sedikit 1 (satu)
kali dalam satu tahun.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 2. TAHUN 2020
TENTANG
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN

OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KOTA PADANG PANJANG

Kepala Dinas Kesehatan

/ WALIKOTA PADANG PANJAN (}/




